
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 017lPw.O1. | / 7 4o2 / 2O2l

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diiakukan
peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara

pada Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan

penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam

hurufa, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe;

Mengingat : 1,. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2001

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O1 Nomor

134, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 20O2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang...



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2}ll tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 101, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 20O4 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

142, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol2 ter,tang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka

Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun

2Ol2-2O14 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2Ol2 tentang

Pedoman Pembangunafi Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Kementerian / l,embaga dan

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun 2008

tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

01 Tahun 2010;

12. Peraturan. . .



Memperhatikan:

Menetapkan :

KESATU ..

KEDUA :

KETIGA :

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2Ol2
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum.

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 945/PW.OL/ll/2o21 Tanggal
13 Oktober 2O2 1 Perihal Pembentukan Satuan
T\rgas Unit Pengendalian di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
lJmum Kabupaten/Kota Tahun 2O2 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KONAWE TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE.

Menetapkan Tim Satuan T\rgas Unit Pengendalian

Grati{ikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe.

Susunan Pengurus Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe. (Terlampir)

Tim Satuan T\rgas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini bertugas :

a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan

Gratilikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi / KIP

Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. Melakukan...



KEEMPAT

d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan

Gratifikasi;

e. Menyimpan, menginventarisasi, dan

mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan

Gratifikasi;

f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan

barang yang mudah rusak atau busuk.

g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari

Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/ KIP Aceh

setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratilikasi;

h. Mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran

Grati{ikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di

Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KlP Aceh

tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan

penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratilikasi

di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Unaaha
: 21 Oktober 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten awe

MUH.
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Lampiran 1.

Perihal

Nomor

: Tim Satuan Unit Pengendatian Gratilikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum.

: Or7 /Pw.o1/7402/2O2t

NAMA.NAMA TIM SATUAN TIITIT PENGEITDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUITGA.II KOMISI PEMILIHAN UMU I{ABUPATEN KOI{AWE

A. Pengarah
l. Muhammad Azwar, S.Sos., M.Si
2. Andang Masnur, S.Pd., M.Pd
3. Armanto, S.Psi
4. Andriansyah Siregar
5. Muh. Kahfi Zurrahman, ST

B. Ketua
Noor Chayaty Ningsih, SE., M.Si

C. Sekretaris
Jaswal, SH

D. Anggota:
1. Dian Sripita, S.Pi
2. Emi Seliawaty
3. Jabal Nur

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 21 Oktober 2021
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